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“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum

saling terhubung, sehingga tidak efisien dan efektif
(total belanja TIK Pusat dan daerah tahun 2014-
2016 = 12,7 Triliun

Tingginya variasi sistem informasi yang digunakan

pemerintah daerah dalam fase perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung
jawaban serta pelaporan. Antara lain SIPKD

(14,39%), SIMDA (70%), Lainnya (14,63%).

Pemda belum seluruhnya mengoptimalkan

penggunaan sistem informasi sebagai bagian dari
Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk memenuhi
kebutuhan akuntabilitas & transparansi

pemerintahan menuju Open Government Indonesia
(OGI)

Program Kegiatan saat ini belum mengacu pada

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Terdapat perbedaan dalam penyajian kode dan

nomenklatur Program Kegiatan, organisasi dan
rekening dikarenakan masih diberikan kebebasan
dalam melakukan penambahan versi masing-

masing Pemda

Terdapat perbedaan dalam penyajian struktur

APBD dalam penganggaran dengan struktur APBD
dalam laporan keuangan sehingga masih
dibutuhkan adanya konversi

Sulitnya Pemerintah dalam menyajikan data

statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah
secara nasional

Why?

URGENSI SATU DATA URGENSI SATU SISTEM

How?

Database bersifat lokal di masing-masing

pemerintah daerah dengan kodefikasi program dan
kegiatan yang bervariasi sehingga cukup sulit
dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi

pembangunan pusatdan daerah



Urusan, Bidang Urusan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

Administrasi Kewilayahan (lokasi)

Akun, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Sub Rincian Objek

MASTER PLAN
“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

Menyajikan Statistik Kinerja dan Keuangan

Nasional Secara Berjenjang

Menyesuaikan Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur

dengan UU 23 Tahun 2014

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Pemerintah

Kabupaten/Kota

Menyajikan informasi Pembangunan 

dan Keuangan Daerah secara

Transparan dan Akuntabel

Perencanaan

Penganggaran

Pelaksanaan & Penatausahaan

Akuntansi & Pertanggungjawaban

Pelaporan Kinerja & keuangan

Evaluasi, Reviu & Audit

Fungsi

Sumber Pendanaan



MASTER PLAN
“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

MENYEDIAKAN 

ARSITEKTUR & 

INFRASTRUKTUR 

Pencapaian tujuan e-government dibutuhkan

insfrastruktur baik software & hardware yang handal

dan stabil yang dikembangkan secara tunggal dan

terpusat dengan membangun kolaborasi dan

koordinasi secara optimal dengan para stakeholders

sesuai dengan peran masing-masing baik di

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penguatan peran sistem informasi sebagai bagian

dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah

daerah yang mengendalikan proses bisnis secara

bertahap mulai dari proses perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan baik

kinerja maupun keuangan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

KOORDINASI ANTAR 

STAKEHOLDERS 

(KEMENTERIAN DAN 

PEMERINTAH DAERAH)

MENYEDIAKAN 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

MENYEDIAKAN SUMBER 

DAYA KEUANGAN  DAN 

MANUSIA Needs...



KEMENTERIAN DALAM NEGERI memiliki kewenangan melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah
mulai dari penyelenggaraan urusan, pelaksana urusan, pengelolaan keuangan atas pelaksanaan urusan,
pembinaan dan pengawasan hingga laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

UU No. 23 Tahun 2014

Permendagri No. 86 Tahun 2017
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Ranperda Tentang RJPD Dan RPJMD, 
Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan 

RKPD

PP No. 12 Tahun 2017

Pembinaan dan Pengawasan

Penyelanggaraan Urusan

Pemerintahan Konkuren

PP No. 13 Tahun 2019

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Rancangan PP

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah

PP No. 12 Tahun 2019

Pengelolaan Keuangan Daerah

PP No. 18 Tahun 2016

Perangkat Daerah

Pemerintahan Daerah

Permendagri

No. 90 Tahun 2019
Klasifikasi, Kodefikasi & 

Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan & 
Keuangan Daerah

Permendagri

No. 70 Tahun 2019
SIPD

Rancangan Permendagri

Pedoman Teknis
Pengelolaan keuda



ARAH KEBIJAKAN
“menuju Satu Data Satu Sistem”

UU No. 23 

Tahun 2014

PP No. 12 

Tahun 2019

R-PMDN Pedoman

Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah

PMDN 70 

Tahun 2019

PMDN 90 

Tahun 2019

Perpres No. 95 Tahun

2018 Tentang SPBE

Perpres No. 39 Tahun

2019 Tentang Satu Data

Perpres No. 54 Tahun

2018 Tentang Stranas PK

Pasal 188 PP 12 Tahun 2019

1. BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan

laporan keuangan secara lengkap.

2. BAS untuk Daerah bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan

dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi

penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

3. BAS untuk Daerah diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat, yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 222 ayat (3) PP 12 Tahun 2019

Pemda wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

a. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;

b. Penyusunan rencana kerja SKPD;

c. Penyusunan anggaran;

d. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

e. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;

f. Akuntansi dan pelaporan; dan

g. Pengadaan barang dan jasa.

Pasal 49 PP 12 Tahun 2019

1. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

Pasal 23 PP 12 Tahun 2019

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan

kemampuan Pendapatan Daerah.

2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan

pada RKPD.







TIMELINE
“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

2019 2020 2021 2022

PMDN 70 Tahun 2019

Sistem Informasi

pemerintahan

daerah

Pelatihan & Penerapan

• Pelatihan setiap hari kerja

di Pusdatin Kemendagri
• Penyiapan infrastruktur

pendukung SIPD

• Penerapan SIPD pada
Pemda secara Paralel

Penerapan SIPD pada

fase Pelaksanaan APBD 
TA 2021

Penerapan SIPD 

dengan RPJMD 
yang mengacu
Permendagri 90

Klasifikasi, 

Kodefikasi & 

Nomenklatur

PMDN 90 Tahun 2019

• Pemda melakukan pemetaan

program dan kegiatan ke

permendagri 90 Tahun 2019

• Kemendagri melakukan

pemutakhiran atas usulan pemda,

perubahan kebijakan dan PUU

Pemetaan & pemutakhiran Penerapan

Permendagri 90 Tahun
2019 pada Pelaksanaan

APBD TA 2021

Penggunaan Klasifikasi, 

Kodefikasi & 
Nomenklatur dalam
RPJMD yang telah

mengacu Permendagri 90

S
A

T
U

 D
A

TA
S

A
T

U
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IS
T

E
M



Langkah-langkah Strategis
“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

Pemerintah daerah segera melakukan

penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan

nomenklatur berdasarkan Permendagri

Nomor 90 Tahun 2019

Pemerintah daerah agar menerapkan Sistem

informasi Pemerintah Daerah sesuai

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dengan

melakukan penyesuaian baik Sumber daya

aparatur maupun insfrastruktur pendukungnya



Poin-poin Perubahan

Substansi Permendagri 98/2018
Rapermendagri ttg

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Judul Sistem Informasi Pembangunan Daerah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Ruang Lingkup e-Database, e-Planning, e-Monev

dan e-Reporting

• Informasi Pembangunan Daerah (Sibangda)

• Informasi Keuangan Daerah (Sikeuda)

• Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya
(e-LPPD, e-EPPD, e-Perda)

Skema

PenerapanSIPD

Apabila daerah belum ada aplikasi maka langsung

menggunakan e-Planning SIPD, apabila daerah 
sudah memiliki aplikasi maka harus memenuhi
persyaratan minimal dan integrasi dengan SIPD

Pengaturanskema penerapan rinci (detil pelaksanaan) diatur

lebih lanjut oleh Menteri melalui Tim SIPD Kemendagri, dengan
mempertimbangkan:
• Perpres 95/2018 (SPBE)

• Perpres 39/2019 (Satu Data)

• Perpres 54/2018 (Stranas PK)

• Rev. Permendagri 86/2017
• Rev. Permendagri 13/2006

Manajemen

Akun

Diatur tingkatanmanajemen akun Pengaturanmanajemen akun diatur lebih lanjut oleh Menteri 

melalui Tim SIPD Kemendagri, mempertimbangkan:
• Kemampuan Daerah

• Progres pelaksanaan di daerah selama ini
• Perpres 95/2018 (SPBE)

• Perpres 39/2019 (Satu Data)

• Perpres 54/2018 (Stranas PK)

• Rev. Permendagri 86/2017

• Rev. Permendagri 13/2006



RUANG LINGKUP PENGATURAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 

Informasi Pemerintahan

Daerah Lainnya
Informasi Keuangan Daerah

Informasi

Pembangunan Daerah

a. Data dan informasi

perencanaan
pembangunan

daerah;
b. Analisis dan profil

pembangunan

daerah.

a. Informasi perencanaananggarandaerah;

b. Informasi pelaksanaan dan
penatausahaankeuangan daerah;

c. Informasi akuntansi dan pelaporan
keuangandaerah;

d. Informasi pertanggungjawaban

pelaksanaankeuangan daerah;
e. Informasi BMD

f. Informasi keuangan daerah Lainnya.

a. Informasi LPPD;

b. Informasi EPPD; dan
c. Informasi Perda.

Informasi pemerintahan daerah diumumkan kepada

masyarakatsesuai denganketentuan peraturan
perundang-undangan.

SIPD dibangundan dikembangkan untuk menghasilkan

layananyang saling terhubung dan dapat diaksesmelalui
situs jaringanresmi Kementerian Dalam Negeri. 

RUANG LINGKUP

Pengendalian dan 

Evaluasi

Dilaksanakan

terhadap
penyelenggaraan

SIPD.



RUANG LINGKUP PENGATURAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 

PERENCANAAN

RPJMD RKPD

DPRD
MUSRENB

ANG

RESES -
POKOK 

PIKIRAN

USULA
N DESA

USULAN 
BANKEU

USULAN 
HIBAH 

DAN 
BANSOS

RENJA 
SKPD

RKPD

PENGANGGARAN
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DASHBOARD DATA PERENCANAAN 
DAERAH

BANGDA

DASHBOARD DATA ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH 

(APBD)

KEUDA

SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN AKUNTANSI

DASHBOARD DATA KEUANGAN  
DAERAH

PELAPORAN

SPD SPP SPM SP2D
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NEGERI

PROVINSI, 
KABUPATEN/KOTA



Pemetaan Fungsi Aplikasi SIPD

SIPD

FUNGSI :
1. Data Base Perencanaan Nasional
2. Data Base Perencanaan Daerah
3. Referensi Urusan, Program & Kegiatan
4. Evaluasi RPJMD dan RKPD 
5. Dashboard Perencanaan Daerah 

Fungsi yang ada pada setiap institusi pengguna diatur sesuai
dengan pembagian kewenangan dan digunakan melalui login yang 

telah diregistrasi.
Fungsi dashboard dan informasi umum dapat diperoleh pada 

halaman situs tanpa menggunakan login.

KEMENDAGRI

BANGD
A

KEUDA

PROVINS
I

KABUPATE
N

KOTA

FUNGSI :
1. Data Base Penganggaran Daerah
2. Referensi Kode dan Nomenklatur Akun Neraca, 

LRA dan LO Daerah
3. Referensi Kode SKPD
4. Referensi Kode dan Nomenklatur Sumber

Pendanaan
5. Dashboard Penganggaran Daerah
6. Evaluasi RAPBD 

FUNGSI :
1. Kendali Aplikasi Nasional
2. Kendali Data Perencanaan, Anggaran

dan Referensi Nasional
3. Dashboard Perencanaan dan Keuangan

Daerah 
4. Analisa Eksekutif

FUNGSI :
1. Data Base Perencanaan Provinsi
2. Data Base Referensi Perencanaan dan 

Penganggaran Provinsi
3. Data Base Referensi Standar Satuan Harga

Daerah
4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja & 

RKPD)
5. Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi
6. Penyusunan APBD Provinsi
7. Evaluasi RKPD dan RAPBD Kabupaten/Kota 

FUNGSI :
1. Data Base Perencanaan Kabupaten/Kota
2. Data Base Referensi Perencanaan dan Penganggaran

Kabupaten/Kota
3. Data Base Referensi Standar Satuan Harga Daerah
4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja & RKPD)
5. Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten/Kota
6. Penyusunan APBD  Kabupaten/Kota



DATA BASE 
RPJMD DAN 

BAS NASIONAL

DATA BASE 
PERENCANAAN 

DAERAH (RPJMD, 
RENSTRA)

USULAN 
MASYARAKAT/

DPRD

DATA BASE HARGA 
SATUAN & ASB 

DAERAH

DOKUMEN RENCANA 
TAHUNAN DAERAH

DOKUMEN HASIL 
EVALUASI

DOKUMEN 
ANGGARAN DAERAH 

(APBD)

DOKUMEN HASIL 
EVALUASI APBD

DATA BASE 
PERENCANAAN 

DAN APBD 
NASIONAL

DASH BOARD 
ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH 

(APBD)

SKEMA DATABASE DAN ALUR DATA SIPD PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

DATA BASE 
PERENCANAAN 

DAERAH (RPJMD, 
RENSTRA)

USULAN 
MASYARAKAT/

DPRD

DATA BASE HARGA 
SATUAN & ASB 

DAERAH

DOKUMEN RENCANA 
TAHUNAN DAERAH

DOKUMEN HASIL 
EVALUASI

DOKUMEN 
ANGGARAN DAERAH 

(APBD)

DOKUMEN HASIL 
EVALUASI APBD

DASH BOARD 
RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH 
(RKPD)
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SKEMA STRATA MAIN USER APLIKASI

Ebudgeting
Nasional

Admin Admin

user user user user

Admin Admin

user user user user

Admin Admin

user user user user
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SIPD

Admin Admin

user user user user

Admin Admin

user user user user

Admin Admin

user user user user

SATU PLATFORM
USER MANAGEMENT



SIPD 
Kab/Kota

SIPD 
Provinsi

SIPD 
KementerianKEMENTERIAN DALAM 

NEGERI

PROVINSI

KABUPATEN & KOTA

SKEMA STRUKTUR PENEMPATAN DATA BASE

Db Referensi
Nasional

Db Referensi 
Nasional

Db Referensi 
Nasional

Db Referensi 
Nasional

Db Lokal
Kementerian

Db Lokal
Provinsi

Db Lokal
Kab/Kota

Db Akun
Master 

Nasional

SATU PLATFORM 
PLANNING & BUDGETING



sipdURUSAN

PROGRAM

KEGIATAN

SUB 
KEGIATAN

KELOMPOK 
BELANJA

REKENING

KOMPONEN

Renja →RKPD → KUA/PPAS → RAPBD → APBD

VARIABLE SIPD



Login dan Password SKPD

Penyelia/Pelaksana

Admin SKPD 1

User 1 SKPD 1 User 2 SKPD 1 User 8 SKPD 1

Admin SKPD 2

User 1 SKPD 2 User 2 SKPD 2 User 8 SKPD 2



Login dan Password TAPD

TAPD

AdminPere
ncanaan

PenyeliaPer
encanaan1

PenyeliaPer
encana2

PenyeliaPer
encana3

AdminPeng
anggaran

PenyeliaPeng
anggaran1

PenyeliaPen
ganggaran2

PenyeliaPen
ganggaran3







Terima kasih
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